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PERATURAN BUPATI WAY KANAN 
NOMOR 65 TAHUN 2017 

TENTANG  
 

PENJABARAN PERUBAHAN 
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  WAY KANAN, 
 

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor

9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan 
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way 
Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3825); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

4.Undang... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

12.Peraturan... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

 

 

 

20.Peraturan... 



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari   Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 541); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 
2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 541), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 31 
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 016 
Nomor 125); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way 
Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017. 
 

 

 

 

 

Pasal 1... 

 



Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran  2017 terdiri dari:  

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah :  

1. Semula Rp. 47.774.667.000,00 

2. Bertambah/Berkurang Rp.                             - 

3. Setelah Perubahan Rp. 47.774.667.000,00 

b. Dana Perimbangan  

1. Semula Rp.     993.358.060.270,00 

2. Bertambah/Berkurang Rp.                                  - 

3. Setelah Perubahan Rp.     993.358.060.270,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

1. Semula Rp.     266.812.426.000,00 

2. Bertambah/Berkurang Rp          9.000.000.000,00 

3. Setelah Perubahan Rp.     275.812.426.000,00 

Jumlah Pendapatan Rp.1.316.945.153.270,00

 

2. Belanja  

a. Belanja Tidak Langsung:  

1. Semula Rp.    741.735.550.291,00 

2. Bertambah/Berkurang Rp.                             - 

3. Setelah Perubahan Rp.    741.735.550.291,00 

b. Belanja Langsung:  

1. Semula Rp.     600.209.602.979,00 

2. Bertambah/Berkurang Rp          9.000.000.000,00 

3. Setelah Perubahan Rp.     609.209.602.979,00 
Jumlah Belanja Rp.1.350.945.153.270,00 

Surplus/Defisit (Rp.     34.000.000.000,00) 

 
3. Pembiayaan 

a. Penerimaan  Rp        35.000.000.000,00 

b. Pengeluaran Rp.         1.000.000.000,00 
Jumlah Pembiayaan Netto Rp.       34.000.000.000,00 

Sisa lebih pembiayaan 
anggaran tahun berkenaan    

Rp.                           0,00 

 

Pasal  2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.  
 

Pasal... 



Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1 dirinci lebih lanjut 
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.  

 
Pasal 4 

Daftar nama penerima dan alamat penerima hibah dan 
bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan 
Bupati ini. 

 
Pasal 5 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, pasal 3 dan 
Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati. 

 
Pasal 6 

Pelaksanaan Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang dicantum dalam Peraturan Ini Dituangkan 
Lebih Lanjut Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati  ini dalam Berita Daerah. 

 

Ditetapkan di Blambangan  Umpu 
pada tanggal   29 September 2017 
 

BUPATI WAY KANAN, 
 

Dto, 
 
 

RADEN ADIPATI SURYA 
Diundangkan di Blambangan Umpu 
pada tanggal       29 September 2017 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,  
 

Dto, 
 

SAIPUL 
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 65 

Disalin sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

         
 
 

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH 
Penata Tk.I (III/d) 

NIP. 19750926 200212 1 003 


